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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya, sehingga Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ( LKjIP ) Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Tahun
2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Mengacu pada Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi
Pemerintah didalam Peraturan Menteri tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan  Negara Wajib  untuk
mempertanggungjawabkankeberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan
serta Sub Kegiatan yang telah diamanatkan bagi para Satuan Kerja instansipemerintah
dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja
yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik, LKjIP 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau
kegagalan Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang
menjadi urusannya yaitu misi 4 “Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang
mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif,
akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.”

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan
Keuangan dan pendapatan Daerah Tahun 2022 dengan analisis akuntabilitas kinerja
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di
dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program

kegiatan dan
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Sub kegiatan. Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Tahun 2022 , ini diharapkan dapat
menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah

ditetapkan.

Pasuruan, Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Pasuruan

Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 198602 1 00
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 adalah
unsur pendukung tugas Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022, memiliki tugas
membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah serta asset.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peranan strategis
dalam Pemerintahan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah
Tahun 2022 dituntut untuk selalu komitmen dalam mendukung terselenggaranya
Pemerintahan Daerah yang kompetabel, bersaing berdaya guna dantepat waktu baik
dalam aspek pembiayaan, pendapatan maupun pengelolaan Keuangan Dearah.

Kemampuan dalam pengaturan dan pengelolaan keuangan menjadi faktor kunci
untuk mengukur proses kemampuan suatu daerah dalam penyelenggaraan otonomi
pemerintahan, dengan kata lain self- supporting dalam bidang keuangan adalah hal
yang sangat esensial. Tolok ukur keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah
sejauh mana kontribusi yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan
pendapatan Daerah Tahun 2022 terhadap peningkatan penerimaan pendapatan daerah
serta sejauh mana implementasi dari kebijakan keuangan daerah yang berbasis kinerja.

Atas dasar alasan - alasan sebagaimana disebutkan diatas maka disusunlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Tahun 2022



B. Maksud dan Tujuan.
Maksud pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 disusun dalam
rangka evaluasi kinerja pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah selama satu tahun guna untuk mengukur kemampuan instansi
dalam mengaktualisasikan evaluasi program kegiatan kerja yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Akuntabiltas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah
sebagai berikut :

1. Sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kedepan dalam kegiatan dan Program
kegiatan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerabh;

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program Kkegiatan tahun
berikutnya;

3. Sebagai pedoman peningkatan kinerja pemerintah, khusunya dilingkungan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD);

4. Sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan;

C. SOTK, Tugas dan Fungsi BPKPD

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Memiliki 3 (tiga) fungsi utama yakni sebagai Organisasi Perangkat
Daerah (OPD), sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sebagai Bendahara Umum Daerah
(BUD).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai OPD memiliki
fungsi melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan dan
kekayaan daerah serta sebagai koordinator bagi OPD lainnya dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Pasuruan, Pendapatan dan belanja Daerah yang dikelola melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sedang fungsi Satuan Kerja Pengelola
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Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) bertugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagai implementasi PPKD bertindak selaku BUD melaksanakan fungsi
Perbendaharaan, Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dengan
melakukan koordinasi terhadap Pengelolaan Keuangan yang ada pada masing —
masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten
Pasuruan.

Dapat diartikan bahwa fungsi BUD merupakan fungsi utama dalam menjaga
akuntabilitas keuangan daerah, dalam hal ini BUD bertanggungjawab langsung atas
posisi kas daerah dan mempertanggungjawabkan posisi kas tersebut kepada Kepala
Daerah. Selain itu dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dibantu oleh :

a. Sekretariat;

b. Bidang Anggaran dan Belanja;

c. Bidang Aset;

d. Bidang Akuntansi;

e. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan;

f. Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan;
g. Unit Pelaksana Teknik (UPT).

a. Sekretariat, membawahi : 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kelompok Jabatan
Fungsional;

b. Bidang Anggaran dan Belanja, Membawahi : 1. Subbidang Anggaran; 2. Subbidang
Perbendaharaan; 3. Kelompok Jabatan Fungsional;

C. Bidang Aset, membawahi : 1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; 2. Sub
Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan; 3. Kelompok
Jabatan Fungsional;

d. Bidang Akuntansi, Membawahi : 1. Subbidang Bina dan Fasilitasi Akuntansi; 2. Subbidang

Pelaporan; 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
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Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, membawahi : 1.

Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; 2. Subbidang Perhitungan dan Penetapan; 3.

Kelompok Jabatan Fungsional,

Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi: 1.

Subbidang Penagihan dan Keberatan; 2. Subbidang Pengembangan; 3. Kelompok Jabatan

Fungsional;

UPT

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat;

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum,

kepegawaian dan keuangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian;

a. menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum dan kepegawaian;

b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan publik;

d. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;

e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga kedinasan;

f.  menyiapkan bahan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi
umum dan kepegawaian;

h. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Kelompok Sub-substansi Penyusunan Program dan Pelaporan:

a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;

d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;

e. menyiapkan bahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;

f.  menyiapkan bahan reformasi Birokrasi;



g.
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menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan anggaran program; dan

Kelompok Sub-substansi Keuangan,:

a.

=4

menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;

menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan

dan Pendapatan Daerah.

Bidang Anggaran dan Belanja,

Bidang Anggaran dan Belanja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran, belanja pegawai dan perbendaharaan;

Sub Bidang Anggaran :

a.

f.

g.

menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

menyiapkan bahan Koordinasi, Penyusunan KUA dan PPAS;

menyiapkan bahan Koordinasi, Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS;

menyiapkan bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi RKA/ RKA Perubahan Perangkat Daerah dan
DPA/DPA Perubahan Perangkat Daerabh;

menyiapkan bahan pengesahan DPA/DPA Perubahan Perangkat Daerah;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas:

a.

menyiapkan dan melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran
kas;

menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi
terkait dalam rangka penyusunan laporan kas;

menyiapkan bahan pelaksanaan penempatan uang daerah melalui investasi jangka
pendek dalam rangka penerimaan daerabh;

menyiapkan bahan pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang
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daerah melalui investasi jangka panjang dalam rangka penerimaan daerah;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan Daftar Penguji SP2D;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi belanja daerah berdasarkan SP2D dan
dokumen pendukung lainnya serta pembuatan berita acara;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta
melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap Perangkat Daerah;

h. memeriksa, meneliti dan mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional
dari bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Perangkat Daerah serta melakukan
perekapan;

i. menyiapkan bahan penyusunan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

j- menyiapkan bahan penyusunan perhitungan besaran uang persediaan perangkat
daerah; k. menyiapkan bahan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian
anggaran kas;

l. menyiapkan penatausahaan Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;

m. menyiapkan bahan koordinasi, Pengelolaan Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana
Darurat dan Mendesak; dan;

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kelompok Sub-substansi Dana Transfer mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang
daerah dan penatausahaan dana transfer dan dana transfer Daerah sesuai dengan
rekening kas umum daerah;

b.  Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;

C. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan,Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota dan

Pembiayaan Daerah; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah.

3. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan,

perumusan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
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Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah;

b.  menyiapkan bahan pelaksanaan pembukuan Barang Milik Daerah yang telah
diserahkan dari OPD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugasPerangkat Daerah ke dalam daftar barang pengelola;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah pada daftar barang
pengelola;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan BMD pada daftar barang pengelola;

e. menyiapkan bahan penghimpunan dan evaluasi pelaporan bulanan, semesteran dan

tahunan;

f. menyiapkan bahan penyusunan laporan Barang Milik Daerah semesteran dan

tahunan;
g. menyiapkan bahan monitoring penatausahaan BMD;
h.  melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Sub Bidang Pengamanan, :

a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang telah
diserahkan dari OPD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan

tugas dan fungsi OPD;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dokumen asli kepemilikan BMD;

C. menyiapkan bahan penelitian dokumen usulan dan dokumen pelaksanaan usulan

pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

d. menyiapkan bahan penelitian dokumen usulan pemushahan Barang Milik Daerah;
e. menyiapkan bahan dokumen pelaksanaan usulan pemusnahan Barang Milik Daerah;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring/ pengawasan atas pelaksanaan

pemusnahan Barang Milik Daerah;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemusnahan atas Barang Milik Daerah pada daftar

barang pengelola;

h. menyiapkan bahan penelitian dokumen usulan penghapusan Barang Milik Daerabh;
7
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i. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian BMD; dan j. melaksanakan tugas-tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan:

a. menyiapkan bahan Perencanaan pengadaan dan pemeliharaan RKBMD;

b. mengidentifikasi perencanaan dan mentelaah kelayakan pengadaan dan
pemeliharaan RKBMD;

C. menyiapkan perencanaan rencana pengadaan dan pemeliharaan RKBMD utk
menjadi RKBMD dan RKPBMD;

d. menyusun Rencana pengadaan dan pemeliharaan RKBMD yang telah diteliti
menjadi rencana daftar kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana
kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD));

e. menyiapkan bahan RKBMD dan RKPBMD yang telah tersusun untuk ditetapkan
menjadi keputusan Bupati berdasarkan standarisasi dan prasarana kerja

pemerintah daerah;

f. menyiapkan bahan usulan status penggunaan dari OPD;
g. melakukan Penelitian dan menganalisa dokumen pengunaan BMD;
h. menyiapkan dokumen BMD untuk ditetapkan menjadi keputusan Bupati;

i. menyiapkan Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
J- mengidentifikasi Barang Milik Daerah yang dapat dimanfaatkan
K. menyusun daftar barang milik daerah sesuai dengan ketentuan

l. meneliti dan menganalisa dokumen permohonan pemanfaatan barang milik

daerah;

m. melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang akan dimanfaatkan;

n. menyiapkan dokumen pemanfaatan BMD untuk ditetapkan menjadi keputusan
Bupati;

0. menyiapkan dokumen perjanjian Pemanfaatan barang milik daerah;

p. menyiapkan Berita Acara penyerahan pemanfaatan barang milik daerah;dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah.
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4. Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan bina dan fasilitasi

akuntansi, pelaporan dan evaluasi terhadap transaksi keuangan.

Sub Bidang Bina dan Fasilitasi Akuntansi:

a. menyiapkan bahan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Akuntansi Keuangan
Daerah;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Akuntansi Perangkat Daerah;

C. menyiapkan bahan pelaksanaan posting atas jurnal transaksi keuangan Bendahara

Umum Daerah;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan jurnal koreksi atas jurnal transaksi keuangan

Bendahara Umum Daerah;

e. menyiapkan bahan Pelaksanaan fasilitasi akuntansi Perangkat Daerah;
f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan akuntansi;
g. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan akuntansi;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pelaporan :
a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan tentang pelaporan

keuangan daerah;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan konsep Laporan Realisasi Anggaran

bulanan, tribulan, semester dan tahunan;

C. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan konsep Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan Konsolidasi laporan keuangan Perangkat Daerah,

BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan konsep rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan konsep rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;



g.

h.
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menyiapkan bahan pelaksanaan pendistribusian laporan keuangan kepada

Perangkat Daerah, DPRD, Propinsi dan Pemerintah Pusat

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kelompok Sub-substansi Evaluasi:

a.

menyiapkan bahan pelaksanaan penagihan dan penghimpunan Laporan

Keuangan Perangkat Daerabh;

menyiapkan bahan pelaksanaan analisa Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan tekhnis penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat Daerah;

menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan Perangkat
Daerah;

menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan konsep laporan

evaluasi atas realisasi APBD; dan

melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Bidang Pendataan, Penetapan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas

melaksanakan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, pembukuan dan

pelaporan Pajak Daerah.

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan:

a.

b.

menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan;
menyiapkan bahan Penyusunan bahan petunjuk teknis Pendataan dan
Pendaftaran pajak daerah;

menyiapkan bahan untuk memberikan pelayanan pada Wajib Pajak yang
mengajukan Pendaftaran, Pendataan wajib pajak daerah,

menyiapkan bahan untuk memberikan pelayanan pada Wajib Pajak yang
mengajukan Pembetulan,mutasi, pembatalan data wajib Pajak Daerah;
menyiapkan bahan pembuatan dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
beserta (NPWPD);

menyiapkan surat keputusan pengukuhan wajib pajak daerah;
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g. menyiapkan bahan penyusunan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Obyek
Pajak (SPOP), Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP), Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wajib Pajak; ( SPTPD)

h. menyiapkan bahan penghimpunan, pengolahan, pencatatan data induk Pajak
Daerah;

I. menyiapkan bahan pengelolaan peremajaan data dan informasi Pajak Daerah; dan

j- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan :

a. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan Subbidang Perhitungan dan
Penetapan pajak Daerah;
b. menyiapkan bahan penyusunan, petunjuk teknis lingkup Perhitungan dan

Penetapan pajak Daerah;

C. menyiapkan bahan penyusunan dan pendistribusian Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak (DHKP);
d. menyiapkan bahan penyusunan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

kepada Wajib Pajak;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan nota perhitungan Pajak Daerah;
f. menyiapkan bahan dan data perhitungan penetapan pokok Pajak Daerah;
g. melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/ penyetoran atas

permohonan Wajib Pajak;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan, penetapan dan penertiban Surat
Ketetapan Pajak Daerah (Perangkat Daerah), Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT);

i. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan, pendistribusian, serta penyimpanan
arsip Surat Ketetapan Pajak Daerah;

j- menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan, pendistribusian, serta penyimpanan
arsip Surat Ketetapan Pajak Daerah;

K. menyiapkan bahan pengelolaan perhitungan dan penetapan Wajib Pajak Daerah;

l. menyiapkan bahan prosedur pelayanan perhitungan dan penetapan Pajak Daerabh;

11
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menyiapkan bahan laporan perkembangan penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (Perangkat Daerah), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
menyiapkan bahan pelaksanaan pembetulan, pembatalan, perhitungan dan
penetapan Pajak Daerah;

melaksanakan pengelohan,pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak Daerah
dan;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kelompok sub-substansi Pembukuan dan Pelaporan :

a.

menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan, penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD;
menyiapkan bahan laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD:;
menyiapkan bahan pelaksanaan validasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

menyiapkan bahan laporan perkembangan penerimaan Pendapatan Daerah

(PAD) setiap bulan, tribulan, semester dan tahunan; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

6. Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas

melaksanakan pengendalian, penagihan dan pengembangan pendapatan daerah.

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud:

a.

b.

menyiapkan bahan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Penagihan;
melaksanakan penagihan PBB, BPHTB, PPJ;

menyiapkan bahan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penagihan;
menyiapkan bahan dan data pelaksanaan penagihan atas tunggakan Pajak
Daerah;

menyiapkan bahan dan data penerbitan dan penyimpanan arsip surat perpajakan
daerah yang berkaitan dengan penagihan;

menyiapkan bahan pelaksanaan penagihan dan penghapusan piutang Pajak
Daerah;

menyiapkan bahan analisa data piutang dan penerbitan surat tagihan, surat
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peringatan, surat teguran dan penagihan dengan surat paksa;

menyiapkan bahan verifikasi, pengevaluasian dan penyelesaian restitusi Pajak
Daerah;

menyiapkan bahan verifikasi, pertimbangan dan penyelesaian atas surat
permohonan keberatan wajib pajak;

menyiapkan bahan penyitaan piutang pajak daerabh;

menyiapkan bahan analisa dan penyelesaian keberatan banding dari wajib pajak;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pengembangan :

a.

b.

menyiapkan bahan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan;
menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dan operasional
pungutan Pajak Daerabh;

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan Standar Operasional Prosedur
dan Standart pelayanan Pajak Daerah;

menyiapkan bahan Pelaksanaan Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak;
menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk kepada setiap unit kerja
yang mengelola pungutan pajak Daerah;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan kajian potensi Pajak
Daerah;

menyiapkan bahan penyusunan peraturan tentang teknis pemungutan atau Pajak
Daerah;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kelompok Sub-substansi Pengendalian :

a.

menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan terhadap
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan monitoring lokasi terhadap

obyek daerah;
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d. menyiapkan bahan perencanaan dan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap
Wajib Pajak Daerah;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan perforasi benda berharga atas dasar permintaan

dari Perangkat Daerah dan Wajib Pajak;

C. menyiapkan bahan pemantauan monitoring, evaluasi, penerimaan Pajak
Daerah;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan Monitoring Secara

berkala atas Pajak Daerah;
e. menyiapkan bahan evaluasi pendapatan untuk Perubahan Pendapatan Daerah ;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan Perangkat
Daerah lainnya tentang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ;

g. menyiapkan bahan penyusunan target penerimaan Pendapatan Asli Daerabh;

h. menyiapkan bahan pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, evaluasi
terhadap pungutan pajak daerah serta pungutan pendapatan asli daerah lainnya
yang sabh;

i. menyiapkan bahan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;

J- menyiapkan penyelenggaraan pembinaan teknis pemungutan retribusi daerah
kepada Perangkat Daerah; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah. -

UPT Pelayanan Pajak Wilayah Daerah merupakan unsur penunjang operasional

pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Pasuruan.
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Adapun beberapa Issu strategis pada BPKPD :

1. Beberapa sistem informasi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi terutama
sistem informasi belum sepenuhnya bekerja secara optimal. Adanya sistem
pengelolaan keuangan yang baru pada tahap-tahap awal penerapan integrasi antar
sistem yang dibangun secara terpisah dan masih harus lebih banyak melakukan
penyesuaian. Kondisi tersebut memerlukan sumberdaya dan sumber daya manusia
yang berkualitas bai konsep pemikiran, maupun biaya untuk mendapatkan bentuk
keselarasan untuk mecapai suatu tujuan organisasi.

2. Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksaan Pajak Daerah dan tenaga
penyuluhan Pajak Daerah, kemampuan Aparatur Pemungut (Fiscus) dalam
mendata,menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base Potensi
yang dapat dipercaya/akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah
dan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah

3. Masih sama dengan tahun 2021 Pendapatan pada Dana Transfer dan Dana Hibah
pada tahun 2022 Mengalami penurunan juga Hal ini perlu adanya koordinasi dan
Konsultasi lebih lanjut, karena dana transfer berasal dari pusat dan propinsi,
sehingga di butuhkan Kemampuan kemandirian Fiskal dengan meningkatkan PAD,
hal-hal yang perlu di perhatikan dengan melakukan sebagai berikut :
pengawasan dan Pengendalian Wajib Pajak dan Peningkatan Sosialisasi terkait
pemabayaran Pajak Daerah, Sehingga Kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam
melaporkan jumlah Pajak yang sesuai dengan potensi yang ada.

4. Proses penerbitan sertifikat tanah membutuhkan proses yang lama.
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NO

Rekomendasi

Tindaklanjut

Memberikan arahan secara berkala
kepada seluruh pegawai atas kinerja
yang telah direncanakan dalam
sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
masing-masing pegawai untuk
selanjutnya dapat memahami dan

berkomitman atas capaian kinerjanya .

Mengadakan rapat sosialisasi dan
pemahaman tentang sasaran Kinerja
dan Output Kinerja dari sasaran

target yang direncanakan.

Memberikan pemahaman kepada
seluruh pegawai terkait pentingnya
hasil pengukuran kinerja guna evaluasi
serta peningkatan capaian kinerja
individu dan organisaasi.

Mengadakan rapat secara berkala

terkait pengukuran Kinerja

Menyusun Dokumen laporan kinerja

secara berkualitas sebagai berikut:

1. Menyesuaikan dengan Kiriteria
standart  penyusunan  laporan
kinerja berdasarkan lembar kerja
Evaluasi modifikasi

2. Menyajikan perbandingan realisasi
kinerja dengan realisasi di level
nasional/Internasional (Bencmark

Kinerja )

Mengadakan rapat secara berkala

terkait Pelaporan

Penyajian informasi dalam laporan
kinerja agar digunakan /dimanfaatkan
untuk :

a.Penilaian kinerja oleh pimp[inan

Perangkat Daerah

Mengadakan Desk secara berkala
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b.Upaya Peningkatan Kinerja seluruh
Pegawai
c. Penyesuaian aktivitas untuk
mencapai kinerjanya
d. Penyesuaian penggunaan anggaran
untuk mencapai kinerja
e. Evaluasi pencapaian keberhasilan
kinerja
f. Penyesuaian perencanaan kinerja
yang akan dihadapi berikutnya
g. melakukan perubahan budaya

kinerja organisasi
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinera 2022
Perencanaan Kinerja merupakan serangkaian proses yang menghubungkan
antara Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD . Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD. Dalam sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah paling tidak terdapat dua tahapan perencanaan yang harus
terpenuhi tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah
adalah perencanaan strategis agar mampu menjawab tuntutan strategis lembaga,

agar mencapai tujuan Visi dan Misi RPJMD.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran
misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada
sasaran RPJMD serta isu utama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
pendapatan Daerah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 — 2023 berdasarkan kesesuaian antara
faktor kunci keberhasilan dengan Misi Kabupaten Pasuruan, maka dirumuskan
tujuan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Daerah, yaitu :

“ Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel ”.
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2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatuyang
akan dicapai/dihasilkan secara real oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan
pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam jangka waktu lima tahun
yaitu :
1. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KETERKAITAN (INTERELASI)
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Birokrasi Meningkatnya Laporan Keuangan dengan
yang bersih dan akuntabel | Tata Kelola opini WTP

Keuangan dan
Aset Daerah

Meningkatnya Nilai Sakip OPD
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerjayang
jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun .tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Umum
diterapkannya Penetapan Kinerja adalah pertama, intensifikasi pencegahan
korupsi. Kedua peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketiga, percepatan
untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah pertama, meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan Kkinerja aparatur sebagai wujud nyata
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komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Kedua, sebagai

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi. Ketiga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur. Dan keempat sebagai dasar pemberian reward atau
penghargaan dan sanksi.

Indikator Kinerja adalah ukuran kualitas dan kuantitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan
dengan memperhitungkan indikator masukan,keluaran, hasil, manfaat dan
dampak. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dikategorikan dalam
kelompok :

1. Masukan (input), yakni sesuatu Yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan dan menghasilkan keluaran ;

2. Keluaran (Output), yakni segala sesuatu berupa produk dari (fisik ataunon
fisik), yakni sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan
berdasarkan masukan yang digunakan ;

3. Hasil (outcome), yaitu segala sesuatu yang menjadi fungsinya keluaran
kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa
jauh  produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat ;

4. Manfaat (benefit), yaitu kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan
langsung oleh masyarakat, dapat berupa fasilitas yang dapat diakses oleh
masyarakat atau lainnya ;

5. Dampak (impact), yakni ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi,
lingkungan oleh kepentingan umum lain yang dimulai oleh capaian kinerja

setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah,

pengukuran kinerja salah satu bentuk untuk menunjukkan apakah sasaran,
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Program dan kegiatan telah berhasil dicapai dengan Salah satu upaya untuk
memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di
Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. salah satu indikator yang harus dibuat
oleh entitas SKPD selaku penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan
ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah
sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU
dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan
memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang
baik. Adapun Penetapan kinerja tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah (BPKPD), dapat dilihat pada dokumen perencanaan jangka
menengah, yakni sasaran dan target indikator dalam Tabel sebagai berikut :

C. Tabel Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2022

INDIKATOR TARGET Satuan
SASARAN KINERJA 2022
Meningkatnya Laporan Keuangan 2 Laporan
Tata Kelola dengan opini WTP
Keuangan dan
Aset Daerah
Meningkatnya Nilai Sakip OPD 80.05 Nilai
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwewenang
menerima laporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitiankeberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dimaksud.
Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang
sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan,
keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi
keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan
realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata,
angka dan jumlah dan Nilai. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian,
dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian
rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan
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dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dengan realisasinya. Sebagaimana Tabel
Capaian Kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan Realisasi.

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

No. . - Target Realisasi
Sasaran Indikator Kinerja 2022 2022
1. Meningkatnya Laporan 2 laporan 2 laporan
Tata Kelola Keuangan
Keuangan dengan opini
dan WTP
Aset Daerah
2. Meningkatnya | Nilai Sakip 81.00 82,87
Akuntabilitas OPD
Kinerja
Instansi
Pemerintah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Analisa Capaian Kinerja sebagai

berikut

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pasuruan telah mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) sebanyak
9 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-
RI). Predikat ini dari hasi 2 Laporan Keuangan yang terdiri dari Anaudited dan
Audited. Hal ini menunjukkan bahwa Tata Kelola keuangan serta pelaporan
dengan standar akuntansi pemerintah yang baik dengan wajar tanpa
pengecualian, sesuai dengan apa yang direncanakan dan
dipertanggunjawabannya. Penggunaan Sistem Keuangan dengan Sistem Online
dalam bidang perencanaan, pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan
keuangan harus terus ditingkatkan sebagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas
dan transparansi. Peran serta SKPD dalam Fungsi SKPKD dalam menyusun
Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan
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Keuangan. Kesemua laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP) berbasis akrual sebagaimana
dipersyaratkan oleh PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), Laporan Keuangan SKPD juga digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah
ditetapkan, menilai kondisi keuangan, Transparasi Keuangan serta penilaian
dalam hal suatu organisasi kinerja , serta ketaatannya terhadap peraturan
perundang-undangan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah
instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu
perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan
kinerja. Permasalahan yang melanda organisasi pemerintah saat ini yaitu adanya
pemikiran Organisasi pemerintahbahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan
instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi
hanya ditekankan pada aspek input tanpa melihat tingkat output maupun
dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar . Padahal untuk dapat
mengetahui keberhasilan maupun kegagalan organisasi seluruh aktivitas
organisasi harus dapat diukur dan indikator pengukuran tidak hanya berdasarkan
input tetapi juga berdasarkan kepada keluaran atau manfaat dari suatu

program/kegiatan.
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2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun

sebelumnya (Tahun 2020-2022)

No

Indikator

Kondisi
Kinerja
pada
awal
periode
RPJIJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun O

Target
Tahun
2020

Realisasi
Tahun
2020

Target
Tahun
2021

Realisasi
Tahun
2021

Target
Tahun
2022

Realisasi
Tahun
2022

Target
Tahun
2023

@)

@

®)

(4)

®)

(6)

@)

®)

(©)

(10)

Jumlah

Peningkatan
Pendapatan
IAsli Daerah|
(PAD)

672 M

700 M

674M

Prosentase
laporan
keuangan
perangkat
daerah sesuai
standar
akuntansi
pemerintah

100%

100%

100%

Meningkatnya
IAkuntabilitas
Kinerja Instansi

Pemerintah

80.05

77.39

80.80

81.02

82

82.87

83

Laporan
Keuangan
dengan opini
WTP

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

Indikator pada tahun 2020 pada jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) mengalami

Peningkatan sebesar

7.57%

dibandingkan pada tahun

sebelumnya hal ini pada komponen lain-lain PAD yang sah yaitu BLUD telah
mengalami kenaikan, namun pada komponen lainnya menurun hal ini di pengaruhi
pada situasi Covid 19 sehingga ada kebijakan-kebijakan oleh pemerintah
diantaranya pemebatasan kegiatan masyarakat hal ini akan mempengaruhi oleh
Pajak Daerah dan retribusi daerah tentunya. Sama halnya dengan tahun 2020

masih dalam situasi covid 19 sehingga PAD mengalami penurunan yang signifikan
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yaitu sebesar 0.15% dengan beberapa penurunan yang sangat singnifikan di
retribusi Daerah namun pada Pajak Daerah mengalami peningkatan pertumbuhan
yang signifikan yaitu 9.47 hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak meningkat
walaupun masih dalam keadaan covid ,Fokus Kebijakan Pemerintah berfokus
pada Pemerintah Pusat berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui
pembangunan bidang Kesehatan, perlindungan social, dan Pendidikan.

Dalam menyikapi dana transfer yang turun perlu menyikapi nya dengan
kemandirian fiskal . sehingga berpengaruh pada penyusunan APBD daerah.

Sedangkan Indikator pada Prosentase laporan Keuangan dengan SAP SKPD
yang mengacu pada Laporan SKPD dalam menyusun laporan keuangan Daerah
yang sesuai SAP, sehingga ditargetkan 100% dari SKPD yang laporan keuangan
SKPD sesuai dengan SAP, dan alhamdulilah SKPD dapat menyajikan Capaian
Kinerja laporan keuangan sesuai SAP dengan baik sehingga capaian nya 100%
hal ini untuk pencapaian target dari Opini BPK yaitu WTP.

Di Tahun 2021 pada indikator sasaran utama mengalami perubahan yaitu
laporan keuangan dengan opini BPK hal ini artinya bahwa SKPD mampu
menyajikan smua laporan keuangan SKPD baik dari pelaporan asset pendapatan
dan belanja yang sesuai dengan SAP, sehingga pada pencapaian opini BPK
mendapatkan WTP, yang mendukung dari tujuan Pemerintah yaitu Opini BPK,
tahun, pada pemerintah Kabupaten pasuruan telah mendapatkan opini BPK, WTP
sebanyak 9 kali sehingga harapan nya pada tahun 2022, mendapatkan opini BPK
WTP sehingga pada akhir periode bupati pada tahun 2023 WTP sampai pada 10
kali. Pada indicator kedua vyaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi
Pemerintah, pada indicator ini yang ditargetkan 100% terealisasikan 100% yang
diampu oleh Sekretariat telah berhasil hal ini telah di dukung oleh kinerja dalam
mencukupi atau mendukung program kegiatan telah berhasil baik dari sarana dan

prasarana maupun dari evaluasi anggaran dan Kinerja.
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3. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasl
Kond Kon
isi disi
Kiner Target Capaian Setiap Tahun Kine
ja rjia
No | Indikator | pada pada
awal akhir
perio peri
de ode
RPJ RPJ
MD MD
Targe Reali Targe Reali Targe Reali Targ Reali Targ Realis Tar Reali
rahun 0 t sasi t sasi t sasi et sasi et asi get sasi
Tahu Tahu Tahu | Tahun Tahu Tahu Tahu Tahun | Tahun Tahun Tah Tahu
n n n 2019 n n n 2021 2022 2022 un n
2018 2018 2019 2020 2020 2021 202 2023
3
@ @ ©)) 4 ®) (5) (6) 0 ®) C) (10) (11 (12) (13) | (14) (15)
1. Pumlah
Peningkata
n 0 5905M| 614 M | 643 M | 650M 672M | 700M | 674M
Pendapata
n Asli
Daerah
(PAD)
2. |Prosentase
laporan
keuangan 0 100% | 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perangkat
daerah
sesuai
standar
lakuntansi
pemerintah
3. [Meningkatn
va 0 72.00 | 68.00 75.00 76.00 80.05 77.39 80.80 81.02 82 82.87 83
IAkuntabilita
s Kinerja
Instansi
Pemerintah
4. Laporan 2 2 2 2 2
Keuang laporan | laporan lapor laporan |laporan
an an
dengan
opini
WTP

Dari tahun 2018-2019 untuk indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami
kenaikan dan penurunan hal ini disebabkan beberapa kondisi dan kebijakan. Untuk
indicator Prosentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi
pemerintah dan Laporan Keuangan dengan opini WTP mempunyai substansi yang

sama yaitu penyajian laporan keuangan SKPD secara SAP dengan baik dan benar
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dengan pencapaian opini BPK WTP. Hal ini sudah terealisasikan 9 kali WTP, hal ini
menunjukkan kinerja BPKP mampu dan berhasil selaku koordinator dengan
dukungan Program kegiatan serta Koordinasi dan Konsultasi baik antar internal

maupun eksternal

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level

provinsi/nasional/internasional (Bencmarking Kinerja)

Sesuai Prioritas tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun

2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Birokrasi Struktural dalam Rangka
Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Perdagangan Berbasis Agro, maka
menetapkan sejumlah prioritas program kerja dalam Rencana APBD tahun
anggaran 2022. terdapat kenaikan PAD sebesar Rp 962,831 miliar pada R-APBD
2022, Hal ini dilakukan dalam rangka penerapan tatanan normal baru yang produktif
dan aman dari Covid-19 baik pada aspek pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi

dan infrastruktur.
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Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan
kinerja dan solusi yang telah dilakukan
Adanya perbaikan secara perlahan terhadap sistem kerja dan saranaserta
prasarana yangmendukung pencapaian target kinerja instansi.
Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan
dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
Semakin meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi.
Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi serta instansi vertikal lainnya.
Peningkatan Koordinasi Rekonsiliasi antar Perangkat Daerah.

Adanya Sosialisasi dan Koordinasi secara Intens
Adanya Evaluasi pengukuran Kinerja dan anggaran secara berkala
Menyeleraskan, Menyusun dan Mengevaluasi Dokumen Perencanaan dan
Dokumen Anggaran.
Mengevaluasi pelaporan Kinerja secara berkala

Mengevaluasi capaian Kinerja secara berkala.
Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tingkat Efesiensi BPKPD di lihat dari capaian sasaran yang telah di dukung

dari SDM maupun dukungan Sarpras maupun anggaran . Sasaran Kinerja

adalah sangat efesiensi dan efektif dengan beberapa capaian Opini WTP dan
Nilai Sakip A pada BPKPD. Efesiensi Penggunaan SDM

Dapat Menggunakan Inovasi layanan online melalui Link Alamat Web

yang tersedia yang mengakibatkan penghematan biaya Operasional

Pemungutan Pajak. Dengan inovasi Pelayanan Pajak yaitu INovasi (Lapak

santri Lapor Pajak Secara Mandiri) kegiatan pelayanan BPKPD Dalam upaya
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peningkatan validitas pengenaan pajak, Teknologi memungkinkan pelayanan
yang tepat, mudah dan hasil yang lebih valid.
Berikut gambar web sebagaimana terlampir.
upaya perbaikan dan penyempurnaan Kinerja kedepan
a. Koordinasi yang baik antar Internal dan eksternal
b. Intens melakukan evaluasi capaian kinerja
c. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memeunuhi syarat
d. Memahami struktur organisasi tugas dan fungsi kerja pada masing-masing
sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan sehingga berjalan dengan

baik
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REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

ANGGARAN KINERJA
URAIAN PROGRAM/
KEGIATAN/SUBKEGIATAN
TARGET REALISASI CA':;;AN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CA'(:Z/-\;AN
0 0
PROGRAM PENUNJANG Persentase Pemenuhan
URUSAN PEMERINTAHAN Rp Rp . o o o
A | DAERAH 159.015.609.029 | 97.737.958.688 61 :':::::E;Zi:'n”tzf:f 100% 100% 100%
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Perencanaan, Persentase penyelesaian
Penganggaran, dan Rp | Rp dokumen Perencanaan o o o
L Evaluasi Kinerja 770.829.600 | 763.595.372 99 BKD yang selaras dengan 100% 100% 100%
Perangkat Daerah RPJMD
c Rp Rp Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen 1
1.1 Perencanaan Perangkat 7 Dokumen 7 Dokumen 100%
Perencanaan Perangkat 522.499.600 515.358.872 99 Daerah
Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Rp Rp Jumlah laporan Evaluasi o
12 | Daerah 248.330.000 248.236.500 100 Kinerja Perangkat Daerah | > DOKUMeN > Dokumen 100%
Administrasi Rp Rp Persentase pembayaran
0, 0, 0,
2 | Keuangan Perangkat | o, 13555 744 | 90.960336.848 60 gaji ASN 100% 100% 100%
Daerah
. " Jumlah orang yang
Penyediaan Gaji dan Rp | Rp X . o o
21 | Tunjangan ASN 149.632.417.744 | 89.353.886.848 60 menerima Gaji dan 150 orne/bin 100% 100%
Tunjangan ASN
Jumlah dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi Rp | Rp . . . o
2.2 Pelaksanaan Tugas ASN 1.980.835.000 | 1.606.450.000 81 penyediaan Administrasi 24 Dokumen 24 Dokumen 100%
Pelaksanaan Tugas ASN
3 Administrasi Rp Rp P:rs'en't:se !Jemenuhan 100% 5 50%
Kepegawaian Perangkat 72.882.500 | 39.720.000 54 administrast ° 0
kepegawaian BKD
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Rp | Rp Jumlah orang yang
. i i 9
3.1 Pegawai Berdasarkan 72.882.500 | 39.720.000 54 mer?erlma Gaji dan 10 Orang 5 50%
Tugas dan Fungsi Tunjangan ASN
, | Adminisrasimum | " el -
Perangkat Daerah 1.607.669.370 1.512.466.621 94 umum P ’
Penyediaan Komponen Rp Rp ::::;T:Sfakm Komponen
i 0,
41 | Instalasi 74.332.940 | 73.568.000 99 Listrik/Penerangan 20 paket 20 paket 100%
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan dan Rp | Rp o
42 | perlengkapan Kantor 224.028.250 | 204.158.380 91 dan Perlengkapan Kantor | 18 paket 18 paket 100%
yang di sediakan
Penyediaan Peralatan Rp | Rp Jumlah Paket Peralatan
H 0,
43 | Rumah Tangga 432.049.694 | 398.410.000 92 Rumah Tangga yang di 150 paket 150 paket 100%
sediakan
Jumlah Paket bahan
Penyediaan Bahan Logistik Rp | Rp . . o
4.4 Kantor 231.899.326 | 211.422.412 91 Log!stlk Kantor yang di 300 paket 300 paket 100%
sediakan
Ro | Rp Jumlah Paket Barang
0,
4.5 Penyediaan Barang 87.132.760 | 87.033.340 100 Cetakj.n dZIn lI:enggandaan 10 Paket 10 Paket 100%
Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan
I . Rp Rp Jumlah laporan Fasilitasi o
4.6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 68.976.400 | 68.951.900 100 Kunjungan Tamu 25 laporan 25 laporan 100%
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Jumlah laporan

Rp Rp penyelenggaraan rapat o
47 Penyelenggaraan Rapat 489.250.000 | 468.922.589 96 Koordinasi dan Konsultasi 80 laporan 80 laporan 100%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang
o1 Persentase Pelaksanaan
5 Milik Daerah Rp Rp Pengadaan BMD sesuai 100%
- 0
Penunj.ang Urusan 2.957.534.515 2.789.368.491 94 rencana
Pemerintah Daerah
Jumlah unit Kendaraan
Pengadaan Kendaraan Rp Rp Perorangan Dinas atau
) . . o
>-1 | Perorangan Dinas atau 519.714.800 | 493.000.000 95 kendaraan Dinas Jabatan 2 unit 2 unit 100%
Kendaraan Dinas Jabatan . .
yang di sediakan
Jumlah unit Kendaraan
Pengadaan Kendaraan Rp Rp Perorangan Dinas atau . . o
>2 Dinas Operasional atau 1.486.140.000 | 1.361.347.000 92 lapangan yang di L unit 1 unit 100%
Lapangan sediakan
Rp | Rp Jumlah Paket mebel yang o
53 | Pengadaan Mebel 290.897.580 | 290.895.600 100 | disediakan 10 Paket 10 Paket 100%
Jumlah unit Peralatan dan
Pengadaan Peralatan dan Rp | Rp s R . . o
>4 | Mesin Lainnya 660.782.135 | 644.125.891 97 mesin lainnya yang di 30 Unit 30 Unit 100%
sediakan
Penyediaan Jasa Rp Rp Persentase penyediaan
. . R o
6 | Penunjang Urusan 475.714.500 421.534.255 89 jasa penunjang urusan 100%
Pemerintahan Daerah pemerintah daerah
. Jumlah laporan
Penyediaan Jasa Surat Rp Rp . o
6.1 Menyurat 150.000 ) ) Penyediaan surat 100 pucuk 100 pucuk 100%
menyurat
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa Rp | Rp Penyediaan Jasa o
8-2 | Komunikasi, Sumber Daya 271.457.160 | 228.398.265 84 Komunikasi, Sumber Daya | 20 rek/bIn 20 rek/bin 100%
Air dan Listrik Air dan Listrik
R R Jumlah laporan
6.3 | Penyediaan Jasa Peralatan P P penyediaan jasa peralatan 18 laporan 18 laporan 100%
5.375.000 | - -
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa Rp | Rp penyediaan jasa o
84 | pelayanan Umum Kantor 198.732.340 | 193.135.990 97 Pelayanan umum Kantor 10 laporan 10aporan 100%
yang di sediakan
Pemeliharaan Barang Persen'tase pelaksanaan
Milik Daerah Penunjang Rp Rp pemeliharaan barang
. . o . o
7| urusan Pemerintahan 1.517.725.800 | 1.250.937.101 82 milik daerah penunjang 100% 20 unit 100%
urusan pemerintah
Daerah
daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan dan Pajak Rp | Rp operasional atau lapangan . .
7.1 20 unit 20 unit 100%
Kendaraan Perorangan 59.337.100 | 57.205.843 96 yang dipelihara dan unt un :
Dinas atau Kendaraan dibayarkan pajaknya
Dinas Jabatan
Penyefilaan Jasa. Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya operasional atau lapangan
Pemeliharaan, Pajak, dan Rp Rp L . . o
72 | perizinan Kendaraan 644.127.800 | 487.857.730 76 yang dipelinara atau 2 kali 2 kali 100%
) . dibayarkan pajak dan
Dinas Operasional atau
perijinannya
Lapangan
. Rp Rp Jumlah Mebel yang . . o
7.3 Pemeliharaan Mebel 8.000.000 | 8.000.000 100 dipelihara 10 unit 10 unit 100%
Jumlah Peralatan dan
Pemeliharaan Peralatan Rp Rp . . . . o
74 | dan Mesin Lainnya 361.542.500 | 257.850.000 71 mesin Lainnya yang 30 unit 30 unit 100%
dipelihara
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Rp Rp Prasarana Pendukung
) ) o
7.5 | Gedung Kant.or dan 444.718.400 | 440.023.528 99 Gedung Kant.or atau 2 kali 2 kali 100%
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
dipelihara/direhab
PROGRAM - - APaD dan taporan
0, 0, 0,
B. PENGELOLAAN 657.267.185.631 | 636.548.309.851 97 keuangan tepat waktu 100% 100% 100%

KEUANGAN DAERAH

sesuai ketentuan
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Kegiatan Koordinasi dan

Persentase Penyusunan

Rp Rp APBD dan laporan
1. P R Tepat kt Tepat kti 1009
enyusunan Rencana 2.234.464.405 | 1.719.742.047 77 keuangan tepat waktu epat wakiu epat waklu %
Anggaran Daerah A
sesuai ketentuan
Koordinasi dan
Rp | Rp Jumlah Dokumen KUA o
11 EEZ\;usunan KUA dan 350.124.590 | 285.080.670 81 dan PPAS yang di susun 2 dokumen 2 dokumen 100%
Koordinasi dan Rp | Rp Jumlah Dokumen
1.2 | Penyusunan Perubahan Perubahan KUA dan PPAS 2 dokumen 2 dokumen 100%
KUA dan Perubahan PPAS 256.221.900 | 138.741.915 >4 yang di susun
1.3 | Koordinasi, Penyusunan 90.923 7;’; 5R3p534 a1 o C‘e"r"i'ffli‘aSTKA'SKPD yangdi | g pia sKPD 58 RKA SKPD 100%
dan Verifikasi RKA-SKPD e T
Koordinasi, Penyusunan
e Rp | Rp Jumlah Perubahan RKA- .
1.4 | dan Verifikasi Perubahan 97.648.750 | 50.742.873 55 SKPD yang di Verifikasi 58 RKA SKPD 58 RKA SKPD 100%
RKA-SKPD
g::\r/ilsnuarf;:?;raturan Jumlah Peraturan Daerah
Rp | Rp tentang APBD dan o
1.5 | Daerah tentang APBD dan 952.852.220 | 888.194.817 93 Peraturan Kepala Daerah 2 dokumen 2 dokumen 100%
Peraturan Kepala Daerah tentang Peniabaran APBD
tentang Penjabaran APBD g )
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan Jumlah tersusunya
Daerah tentang Ro | Rp dokumen Perda tentang
0,
1.6 | Perubahan APBD dan 160.853.445 | 111.478.326 69 APBD dan Pgrkada 2 dokumen 2 dokumen 100%
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Perubahan APBD
Jumlah orang yang
Pembinaan Penganggaran Rp | Rp mengikuti pembinaan
1.7 | Daerah Pemerintah Penganggaran Daerah 100 orang 100 orang 100%
Kabupaten/Kota 326.539.750 | 191.968.665 39 Pemerintah
Kabupaten/Kota
Kegiatan Koordinasi dan
Rp Rp IKM/ SKM Layanan o o o
2 | Pengelolaan 1.465.172.580 | 1.018.156.050 69 Perbendaharaan Daerah 80% 80% 100%
Perbendaharaan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Rp | Rp L 24.200
2.1 Koordinasi dan 24.200 Dokumen 100%
Pengelolaan Kas Daerah 268.912.170 | 237.025.457 88 pnngelolaan Kas Daerah Dokumen
L e Jumlah Dokumen hasil
Koordinasi, Fasilitasi, L e
. e A Koordinasi Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi, . [ L
Supervisi, Monitoring dan Rp | Rp Asistensi, Sinkronisasi,
, . o o
2.2 Evaluasi Pengelolaan 803.850.360 | 578.757.943 72 SuperV|.5|, Monitoring dan 50 Dokumen 50 Dokumen 100%
] Evaluasi Pengelolaan
Dana Perimbangan dan .
. Dana Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya .
Dana Transfer Lainnya
Koordinasi dan -
Jumlah laporan Realisasi
Penyusunan Laporan .
A : Penerimaan dan
Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,
Pengeluaran Kas Daerah, .
Laporan Aliran Kas, dan Rp | Rp Laporan Aliran Kas, dan
’ 0,
2.3 Pelaksanaan 46.494.200 | 26.932.000 58 Pelaksanaan 300 laporan 300 laporan 100%
Pemungutan/Pemotongan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran
dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) g &
(PFK)
Rekonsiliasi Data Terlaksananya Rekonsiliasi
Penerimaan dan Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Rp Rp Pengeluaran Kas serta 268 o
2.4 Pemungutan dan 52.968.000 | 17.790.000 34 Pemungutan dan Dokumen 268 Dokumen 100%

Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait

Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait
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Jumlah Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan
yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan

Pengeluaran Kas serta 70.534.200 | 13.875.500 20 Pengeluaran Kas serta 10 Dokumen 10 Dokumen 100%
Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan Kegiatan
Pembinaan Pembinaan
Penatausahaan Keuangan Rp Rp Penatausahaan Keuangan
Pemerintah 222.413.650 | 143.775.150 65 Pemerintah 100 Orang 100 Orang 100%
Kabupaten/Kot Kabupaten/Kota
Kegiatan : Koordinasi
dan Pelaksanaan Rp Rp Persentase Laporan
Akuntansi dan 1.073.253.857 1.009.230.600 9 Keuangan dlsusu.n tepat 100% 100% 100%
Pelaporan Keuangan waktu dan sesuai standar
Daerah
Jumlah laporan hasil
Koordinasi Pelaksanaan Rp | Rp Koordinasi Pelaksanaan
Akuntansi Penerimaan 117.128.710 | 111.926.250 9% Akuntansi Penerimaan 12 laporan 12 laporan 100%
dan Pengeluaran Kas dan Pengeluaran Kas
Daerah Daerah
Jumlah Dokumen hasil
Rekonsiliasi dan Verifikasi Rekonsiliasi dan Verifikasi
Aset, Kewajiban, Ekuitas, Rp | Rp Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja, 75.493.580 | 73.052.300 97 Pendapatan, Belanja, 4 Dokumen 4 Dokumen 100%
Pembiayaan, Pendapatan- Pembiayaan, Pendapatan-
LO dan Beban LO dan Beban
Konsolidasi Laporan Jumlah laporan Keuangan
Keuangan SKPD, BLUD Rp Rp SKPD, BLUD dan Laporan
dan Laporan Keuangan 272.915.915 | 265.864.400 97 Keuangan Pemerintah 7 laporan 7 laporan 100%
Pemerintah Daerah Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Rancangan Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah tentang Peraturan Da.erah tentang
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Pelal.<sa.naan APBD Rp Rp Provinsi dan Rancangan o
Provinsi dan Rancangan 160.165.100 | 154.807.200 97 Peraturan Kepala Daerah | DOKUMeN 4 Dokumen 100%
Peraturan Kepala Daerah K
tentang Penjabaran tentang Penjgbaran
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen hasil
Koordinasi, Sinkronisasi, Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Penyelesaian Rp | Rp dan Penyelesaian
Tuntutan Perbendaharaan 59.325.400 | 43.517.800 73 Tuntutan Perbendaharaan 4 Dokumen 4 Dokumen 100%
dan Tuntutan Kerugian dan Tuntutan Kerugian
Daerah Daerah
Penyusunan Kebijakan
dan Panduan Teknis Jumlah Dokumen Analisis
Operasional Rp Rp Laporan
Penyelenggaraan 215.861.230 | 198.923.100 92 Pertanggungjawaban 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Akuntansi Pemerintah Pelaksanaan APBD
Daerah
Penyusunan Sistem dan Jumlah Sistem dan
Prosedur Akuntansi dan Rp Rp Prosedur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan 110.363.902 | 101.082.300 92 Pelaporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pembinaan Akuntansi, Jumlah dokumen Laporan
Pelaporan dan Ro | Rp Keuangan SKPD Akhir
Pertanggung]awaban 62.000.020 | 60.057.250 97 tahu.n (Unaudlte%d dan 5 Dokumen 5 Dokumen 100%
Pemerintah Audited) yang disusun
Kabupaten/Kota sesuai dengan standar
Kegiatan : Penunjang Persentase pelaksanaan
Urusan Kewenangan Rp Rp penunjang urusan
Pengelolaan Keuangan 652.494.294.789 | 632.801.181.154 97 kewnangan pengelolaan 100% 100% 100%
Daerah keuangan daerah
- . Rp | Rp Juml.ah laporan hasil
Analisis Investasi 319.069.700 | 292.612.700 9 Analisis Investasi 2 laporan 2 laporan 100%

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah
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4.3

4.4
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1.5

1.6

1,7
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1.3

14

1.5

Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

Pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak

Pengelolaan Dana Bagi
Hasil Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

Kegiatan : Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah

Penatausahaan Barang
Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik
Daerah

Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah

Rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan Pengelolaan
pendapatan Daerah

Perencanaan pengelolaan
pajak daerah

Analisa dan
Pengembangan Pajak
Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah.

Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah

Pendataan dan
Pendaftaran Objek Pajak
Daerah

Pengolahan,
Pemeliharaan, dan
Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah

Rp

Rp
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Jumlah laporan hasil
analis Perencanaan dan

0,
581.988.533.053 | 579.463.517.162 100 penyaluran Bantuan 7 laporan 7 laporan 100%
keuangan
Rp | Rp Jumlah Dokumen Dana o
28.481.811.141 | 11.340.170.397 40 Darurat dan Mendesak 10 Dokumen 10 bokumen 100%
Rp | Rp Jumlah laporan Dana bagi o
41.704.880.895 | 41.704.880.895 100 hasil Kabupaten/Kota 3 laporan 3 laporan 100%
Rp Rp Persentase Pengelolaan
ili () 0,
4.332.118.970 | 3.675.008.797 85 Barang Milik Daerah yang 86% 100%
sesuai standar
Persentase penyusunan
Rp Rp Dokumen dan Laporan o o o
4.332.118.970 3.675.008.797 85 Barang Milik Daerah yang 100% 100% 100%
sesuai standar
Rp Rp Tersusunnya laporan BMD 100 o
134.870.100 | 129.550.600 9% yang di susun Dokumen 100 Dokumen 100%
Rp | Rp Jumlah laporan
0,
824.168.100 | 807.326.592 98 Pe.n.atausahaan Barang 4 laporan 4 laporan 100%
Milik Daerah
Rp | Rp Jumlah laporan hasil o
2.786.041.370 | 2.167.725.466 78 Pengamanan BMD 500 laporan 235 laporan a7%
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Rp | Rp Pemindahtanganan, 226 o
357.262.500 | 344.839.100 97 Pemusnahan, dan Dokumen 226 Dokumen 100%
Penghapusan Barang Milik
Daerah
Rp | Rp Jumlah laporan
S o
105.099.100 | 104.366.000 99 Rekonsiliasi dalam rangka 4 laporan 4 laporan 100%
Penyusunan laporan BMD
Rp Rp Tersusunnya laporan BMD o
124.677.800 | 121.201.039 97 yang di susun 4 laporan 4laporan 100%
Rp Rp Persentase Peningkatan o ) o
9.464.014.910 | 8.826.613.974 93 Pendapatan Daerah 2,00% 2,37 100%
Rp | Rp IKM/SKM Layanan Pajak o o o
9.464.014.910 | 8.826.613.974 93 Daerah 80% 80% 100%
Persentase Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah 3% 5% 100%
(PAD)
Rp | Rp Jumlah Dokumen rencana o
118.982.200 | 118.798.575 100 Pengelolaan Pajak Daerah | 2 DOKUMeN 2 Dokumen 100%
2 dokumen
Rp | Rp jumlah kebijakan pajak dan 12 2 dokumen dan 12 100%
574.316.260 | 552.343.673 96 daerah dokumen dokumen kebijak ?
kebijak
Jumlah laporan
Rp Rp pelaksanaan Penyuluhan o
1.051.539.962 | 1.031.044.677 98 dan Penyebarluasan 8 laporan 8 laporan 100%
Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah laporan hasil
Rp Rp Pendataan dan o
905.691.095 | 896.730.905 99 Pendaftaran Objek Pajak 15 laporan 15 laporan 100%
Daerah
Jumlah laporan hasil
Rp | Rp Pengolahan,pemeliharaan o
348.116.300 | 347.213.300 100 dan Pelaporan basis Data | - -2POran >3 Laporan 100%

Pajak Daerah
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Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) serta Rp | Rp Jumlah objek pajak yang 5000 bjek . . o
1.6 Bea Perolehan Hak atas 1.597.479.700 | 1.597.238.290 100 di sesuaikan NJOPnya Pajak 5000 bjek Pajak 100%
Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
Penetapan Wajib Pajak Rp | Rp Jumlah Dokumen 801.123 o
17 Daerah 535.540.775 | 533.446.925 100 Ketetapan Pajak Daerah Dokumen 801.123 Dokumen 100%
Pelayanan dan Konsultasi Rp | Rp Jumlah layanan dan o
18 | pajak Daerah 232.250.850 | 231.605.736 100 Konsultasi Pajak Daerah 2 layanan 2 layanan 100%
Jumlah Data Pelaporan
Penelitian dan Verifikasi Rp | Rp Pajak Daerah yang telah o
19| Data Pelaporan Pajak 850.702.430 | 606.866.830 71 dilakukan penelitian dan | >+ dokumen 54 dokumen 100%
Daerah Verifikasi
1.10 | Penagihan Pajak Daerah Rp | Re Jirlr;lljs};r?:ak:r:nnah?hs:n 8990 8990 Dokumen 100%
: J ) 1.590.965.035 | 1.317.913.900 83 pe! g Dokumen °
pajak Daerah
Penyelesaian Keberatan Rp | Rp Jumlah Dokumen hasil
H 0,
1.11 Pajak Daerah 80.334.944 | 67.114.101 84 pepyelesawn keberatan 10 Dokumen 10 Dokumen 100%
pajak Daerah
. Jumlah laporan hasil
Pengendalian, Rp | Rp Pengolahan,pemeliharaan
. ’ 0,
1.12 | Pemeriksaan dan 1.424.277.639 | 1.373.190.752 9% dan Pelaporan basis Data | - -3POran >3 Laporan 100%
Pengawasan Pajak Daerah .
Pajak Daerah
Jumlah laporan hasil
Pembinaan dan Rp | Rp pembinaan dan o
113 Pengawasan Pengelolaan 153.817.720 | 153.106.310 100 pengawasan pengelolaan 2 laporan 2 laporan 100%
Retribusi Daerah Retribusi Daerah
dst. ...
Rp Rp
(1) JUMLAH ANGGARAN 830.078.928.540 | 746.787.891.310 90

B. Realisasi Aggaran

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki fungsi sebagai Perangkat

Daerah dan sebagai SKPD (BUD/PPKD). yang meliputi :

1. Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah.Telah di Ketahui dari Tabel tersebut bahwa Anggaran yang mendukung
kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah mencapai
9.0%, hal ini di sebabkanEfektifas dan Efesiensi Anggaran telah berhasil dicapai
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah, Keberhasilan anggaran
tersebut seiring dengan Kinerja Pelayanan di Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan daerah pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah
b mencapai 100%., namun ada beberapa Sub Kegiatan yang belum mencapai
seperti pada sub kegiatan.

2. Pada program pengelolaan pendapatan realisasi tidak tercapai dengan apa
yang telah ditargetkan karena ada beberapa antara lain DID dan dana
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Perimbangan mengalami Penurunan serta Dana Hibah mengalami penurunan
akan tetapi pada pertumbuhan Pajak Daerah meningkat hal ini di sebabkan
adanya Wajib Pajak sadar akan kewajiban nya.

Pada kegiatan Perbendaharaan beberapa sub kegiatan , mengalami realisasi
anggaran yang menurun karena di sebabkan penundaan pada pembuatan
Perda tentang analisis Investasi daerah,pelaksanaanya pada triwulan, di ganti
dengan pelaksanaan nya per semester.

Pada Sub Kegiatan Pengamanan BMD masih belum mencapai target
dikarenakan kurangnya sumberdaya Manusia, Kurang nya anggaran serta
Proses Kurangnya koordinasi Percepatan proses pensertifikatan di BPN.

Pada kegiatan Penganggaran beberapa sub kegiatan , mengalami realisasi
anggaran yang menurun karena di sebabkan pada kegiatan KUA-PPAS dan
KUPA PPAS tertunda, sehingga kegiatan yang lain tidak bisa terealisasi secara
tepat Waktu.

Kemudian Pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah mengalami
Penuruan pada penerbitan sertfikat yang terealisasi sebesar 47%, Hal ini
disebabakan Banyak tanah yg belum di identifikasi ,asal usul, riwayat. Sebagai
tindak lanjutnya adalah Perlu Peningkatan Koordinasi dengan Pihak BPN dan
Perangkat Terkait.

Tingkat Efesiensi Badan Keuangan daerah di lihat dari capaian sasaran yang
telah di dukung dari realisasi Program Kegiatan kinerja maupun Realisasi

anggaran.
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BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan:

Melakukan Koordinasi,Konsolidasi dengan OPD terkait maupun instansi Vertikal
Melakukan Koordinasi ke Pemerintah Pusat terkait tentang Peraturan

Melakukan Inovasi-inovasi dengan menggunakan dan Memanfaatkan IT guna
untuk Peningkatan Intensifikasi Pajak, Publikasi melalui media cetak, media
elektronik dan tatap muka.

Perbaikan pelayanan kepada wajib pajak. Melalu SOP yang benar.

Sistem Penganggaran yang belum terintegrasi anatara perencanaan
Penatausahaan dan Pelaporan sehingga perlu adanya Aplikasi dan SDM yang
handal

Kurangnya sistem pengendalian Wajib pajak dan Perlunya Peningkatan
Sosialisasi Pajak Daerah

Kebijakan yang perlu di reviuw guna untuk peningkatan Target Kinerja
Secara Intens melakukan rapat internal terkait program kinerja target maupun

realisasi Kinerja guna untuk menunjang IKU
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BAB V

Lampiran — lampiran

Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama:

g g2 lsing] g Tk

]
H
3
]

Fiptan omes T g e O +

e oo D@ EN TR T
Web ASet dan Pendapatan :

€ C @ Notsecure | simbmd pasuruankab.net/dashboard B r 2

SIMBMD V15 Beranda selarat Pagl Diah Nuriati ‘* v & Profil O Keluar

Kabupaten Pasuruan

Beranda / Dashboard akan mengisi transaksi apapun di aplikasi sesuatkan dengan BA Rekonnya bila tidak ses J01:26:34

Selamat Datang
SIMBMD Online adalah kepanjangan dari Sistem Infarmasi Manajemen Barang Milik Daerah berbasis Online

Sistern in dibangun untuk mempermudah, mempercepat oroses-proses pengelolaan barang dan aset, memperkeci kesalahan data dan pemrosesan dengan cara
mengurangi hal hal yang bersifat manual, diganti dengan berbasis mesin elekironik

é' TAVIPATEN u!!jgég E
x

D

Inovasi Pajak Daerah :

@ &0

x4+

€ C & e-sptpdpasuruankabgoid

- 4B
SMART REPORT

Kumputarn Bestiagai taporan Pendapatan Pajh
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Capaian Prestasi BPKPD :

KE REPUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : 112.22 KR 160412022

Diberikan kepada L

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Kategori Penyalur Dana Desa Reguler/Mandiri
Tahap |l Tahun 2022 Tercepat

Ohsobar 3972

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 9>
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR {11336 /KPN.1604/2022

Diberikan kepada

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Kategor| Realisasi TKDD
(DAK Non Fisik, DAK Fisik dan Dana Desa) Torbesar
sd. Triwulan Il Tahun 2022

hteber 3023

K REPUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  Gow
PIAGAM PENGHARGAAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Kategori Penyalur DAK Fisik
Tahap | Tahun 2022 Tercepat

“NTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA «
I TORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN oo

PIAGAM PENGHARGAAN

WOMOR - 1327 KIN MB/1022

Diberiken kepada : ﬁ

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Kategor| Teraktif Berkoordinasi dengan KPPN Malang
Periode Triwulan If] Tahun 2022

Ohtaber 3022
MALANG

HANEAL
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